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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dapat disimpulkan bahwa pengaturan 

mengenai hak-hak korban dalam undang-undang tersebut belum 

sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi korban tidak langsung. 

Secara normatif, definisi korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban memang telah membuka ruang penafsiran 

luas terhadap pengertian korban, namun pasal-pasal berikutnya, terutama 

Pasal 5 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, menunjukkan bahwa perlindungan yang 

diberikan masih berorientasi pada korban langsung yang berperan dalam 

proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan yang diatur, seperti 

perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemberian informasi, hingga 

bantuan biaya hidup, secara substantif hanya dapat diterapkan bagi korban 

yang secara langsung terlibat dalam perkara. 
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Kondisi ini jika dilihat dari perspektif viktimologi, mencerminkan 

adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan prinsip 

perlindungan korban yang bersifat menyeluruh. Teori viktimologi 

menegaskan bahwa korban tidak langsung, seperti keluarga, tanggungan, 

atau pihak lain yang turut menderita akibat suatu tindak pidana, juga 

merupakan subjek viktimisasi yang layak mendapatkan perlindungan 

hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban secara konseptual telah menjadi langkah maju dalam menempatkan 

korban sebagai subjek hukum, namun secara substansial undang-undang ini 

belum dapat mengakomodasi kebutuhan hukum korban tidak langsung, baik 

dalam aspek pengakuan, mekanisme pemulihan, maupun pemberian hak 

secara konkret. Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang 

korban tidak langsung menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) 

dalam implementasi perlindungan. Hal ini mengakibatkan keluarga korban, 

pihak yang bergantung pada korban langsung, atau orang yang turut 

menderita akibat tindak pidana belum memperoleh pengakuan hukum yang 

memadai.  

B. Saran 

1. Penegasan terhadap definisi korban dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban, agar secara eksplisit mencakup 

keberadaan korban tidak langsung sebagai subjek hukum yang 

berhak memperoleh perlindungan. Penegasan ini penting untuk 
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menghindari penafsiran sempit terhadap makna “korban” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

sehingga tidak hanya terbatas pada mereka yang secara langsung 

mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga mencakup 

pihak lain yang turut menanggung akibatnya, seperti keluarga, 

tanggungan, atau pihak yang mengalami kerugian emosional dan 

ekonomi secara tidak langsung. 

2. Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

dengan merevisi ketentuan mengenai hak-hak korban agar korban 

tidak langsung diakui sebagai subjek yang mandiri dan tidak semata-

mata dianggap sebagai pelengkap atau pengganti dari korban 

langsung. Revisi ini sebaiknya memuat pengaturan yang lebih rinci 

mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada 

korban tidak langsung, mencakup aspek pemulihan psikologis, 

bantuan sosial dan ekonomi, serta akses terhadap restitusi dan 

kompensasi yang proporsional dengan penderitaan yang dialami. 
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